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Salah satu tugas kepolisian yang dijadikan oleh sebagian warga masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan
kepolisian pada saat ini adalah tugas polisi sebagai penegak hukum (law enforcement). Penegakan hukum
sebagai salah satu tugas dari kepolisian dilakukan dilaksanakan oleh seluruh organisasi kepolisian, mulai
dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. Permasal ahan-permasal ahan yang ada di
masyarakat, kadang-kadang terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memikirkan
dampaknya. Kebijakan yang saya maksudkan disini adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang
pimpinan pemerintahan yang dijadikan yurisprudens oleh sebagian warga masyarakat. Kampung Sawah
Baru Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat merupakan lahan
tidur termasuk dalam wilayah Polsek Tanjung Duren. Penguasaan tanah di Kampung Sawah Baru oleh
sekelompok warga masyarakat karena lamanya lahan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sehingga
sebagian warga masyarakat memanfaatkan untuk bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur untuk
meningkatkan taraf hidupnya. Masalah baru muncul ketika pada tahun 2003 pemilik tanah yang sebenarnya
meminta pengadilan untuk mengosongkan tanah yang menjadi hak miliknya. Dari hasil penelitian yang saya
lakukan, bahwa ada 4 (empat kelompok yang mengaku pemilik dari lahan tersebut, yang salah satunya
adalah kelompok pemukim liar. Keempat kelompok tersebut dengan berbagai upaya berusaha untuk
mendapatkan tanah tersebut. Penanganan Polsek Metro Tanjung Duren terhadap pihak-pihak yang
berkonflik terdiri dari tigatahap yaitu berupa tindakan preemtif, preventif dan represif. Preemtif berupa
pengarahanpengarahan dari Polsek Metro Tanjung Duren yang berkaitan dengan penyelesaian konflik,
preventif berupa patroli-patroli, penjagaan-penjagaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan
fisik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aparat
pemerintah balk dari kepolisian, kecamatan, pengadilan, pertanahan dan DPR, serta pihak-pihak lainnya
terkesan ada keberpihakan terhadap salah satu yang bersengketa. Menurut pandangan saya, hal ini terjadi
disebabkan adanya keberpihakan dalam konflik tersebut, di mana munculnya permasalahan itu diakibatkan
karena adanya ketidakseimbangan dalam penanganannya sehingga muncul rasatidak puas bagi wargayang
terkena gusuran.
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